o 'Dﬂj

DERGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah beriakunya Undang-undang Nomor 22
lahun 1999 tentang Pemenntahan Daerzh, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang Nomor 1 Tahun
1997 tentang Hedudukan Feuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Augpola Dewan Perwakilan Kakyal Daerub Kobansdya Duaerah
Tingkar 11 Magelng, sudah tidak sesuai lagi ; -

b bahwa DI'RD schagar Badan Legislatf Dacrah berkedudukan
sejajar dan menjadi mitra dan Pemerintah Daerah

c. bahwa untuk melaksanakan penvesuaian mater scbagaimana
dimaksud tcrscbut diatas  perlu untuk  menyusun  danp
menew:pkan kembah Peraturan Daerah Kota Magelang tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwako bl HHi-:_'rui Daerahy hola M&gf:luug X

Mcngingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 19350 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi J
Timur, -Jawa Tengah dan Jawa DBarat wa

2. Upndang-undang Nowor 4 Tahun 1999 lentang Susunan dan
Kedudukan Majehis Permusyvawaratan Rakvat Dewan Perwakilan
Rakvat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tuliun 1999 Nowmor 24, Tawbaban Lembuar, Negara H';JI.I.IUI
2811 ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 999 tentang Pemernintahan
Ducral (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarubalian
Lembaran Negara Nomor 383G) ;

R

4. Undang-undang ...

B |
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-1.Lfml;—mg-umlun;; Nowor 25 Tahun 1999 lentang Perimbangan
Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Dacrah  (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3818) :.

V1

Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tecntang Perubahan
ﬂtlHH “I!L]Hilg-umhmg Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

6. Peraluran Pewenntalh, Nomor 5 Tahun 1975 len lang

Eﬂﬁg‘llﬂlﬁﬂn, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kcuangan
acrah

7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan DBelanja Daerah,
Pf:]a_l-?ﬁunrmn Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerabh ;

B.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik

Peuyusunan  Perutwrun  Perundang-undangan  Dan Bentuk

Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan
Presiden ;

9. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nowor 2 Taliun 1990 lentang
Ketentuan Tunjangan Purma Bhakti Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Dacrah ;
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUBKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

EAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam [craturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan :
a. Daerah adalahh Kota Magelang ;

b. Pemerintah Daerah ﬂdi-’.-llﬂh Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom vang lain sebagai Badan 1iksekutif Daerah Kota
Magelang ;
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C. [":'t:w::ul Perwakilan Rakyal Dacrah selanjutnya discbut DPRD
kota Magelang mcripakan Badan Legislatif Dacrah

d. thaJ.d Daerah adalalhh Walikots sebagai1 Kepala Eksekutf yang
dibantu oleh scorang Wakil Kepala Daerah ;

e. Walikota adalah Walikotn Magelang ;
f. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magclang ;

g Puupinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Magelang ;

h. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan Dewan
Perwakilian Ralcyat Daecrah vang telah diuesmikan
kecanggotaannya  dan tclah  mengangkat  sumpah/janji
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

l. Uang  Represcutase adalah Uuang  yanyg  diberikan kepada
Mmpmman dan Anggota Deowan [Perwakilan  Rakyat  Dacrah
schubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan
Anggota DPRD ;

). Uang Kehormatan adalah Uang vang diberikan kepada
Punpinan DPRD dan Anggota DPRD vang diangkat scbagail
Ketua/Wakil Ketua, Sckretaris, Anggota Tetap dan Anggota
Pengganti pada Konmusit dan Panitia dalam rangka pelaksanaan
tugas Dewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata
Terub DI’RD

k. Uang Pakect adalah Uang vang dibenkan kcpada Pumpinan dan
Anggota DPRD vang terdin dar uang rapat, uang pengangkutan
lokal di dalam kota dan uang makan ;

l. Biaya Pemelihaaan Kesehatan adalah Biaya yang diberikan

untuk pemeliharaan keschatan secara rutin setiap bulan dan

biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau
keluarganya sakit ;

Uang Duka adalah Uang yang diberikan kecpada ahli waris

Pimpinan dan atau Anggota DPRD apabila meninggal duma ;

n. Duna  Penunjung  adaluh Daua yang  disediakan untuk
menunjang pelaksanaan NIgas-tnigas pokok DNewan Perwakilan
Rakyat Daerah |

o. Tunjangan Kescjahteraan adalah Tunjangan yang diberikan
untuk meningkatkan Kesejahteraan Pimpinan dan  Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

p. Tunjangan lkhusus adalah Tunjangan yang diberikan untuk
wewbayar Pujuk Peughasilau ;

q. Tunjangan Purna Phakti adalah Tunjangan vang diberikan
kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah

berukhimya masa bhiakt / masa keanggoluannya atau berhenu
antar waktu scsuai ketentuan yang herlakn,

/
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BAB 11
PEMBIAYAAN
Bagian ["crtama

Jenis Pembiayaan

[’asal 2

(1) Dalam ruangka penyelenggaraan kepiatan DPRD, alas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan anggaran

pemblayaan DPRD sebagai berikut :
a. Uang Representase :
b. Uang Kehormatan :
c. Tunjangan Komisi;
d. Uang Paket ;
¢. Buyva Perjalanan Dinas dan Pindal ;
{. Pakainn Dinas :
£. Biaya I'cmcliharaan Keschatan ;
h. Uang Duka.
(2) Di samping Pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sesuai

Kemampuan Keuangan masing-masing Daemh dan ketentuan
yang berlaku disediakan biaya untuk :

a. Dana Penunjang ,
b. Dana Takus ;
c. Tunjangan Kescjahteraan ;

d. Penggantian Pemchiharaan Rumah, Telepon, Gas, Listrik, Air
Minum bagl Puupian, Anggola dan Sekretans DPRD

e. Sarana Mobhilitas Pimpinan dan Anggota NPRDN :
f. Biaya Tamu ;

g. Tunjangan Khusus ;

L. Tunjuugan Purna Bhaku ;

i. Pecsangon Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Uang Representase

Pasal 3

Besarnya uang Representase adalah :

A. Keta enesnsiinsansssasnsa K 1.008.000 per bulan per orang. -
b. Wakil Ketua .....cocvcivseneneee e . Rp.  864.000 per bulan per orang. s
C. AnGROLA ....cccccvvvenrnnrenannnnees RP.  720.000 per bulan per orang. )

Bagian ketiga ... .,
|
i

¥

)
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Bagran Keliga

Uang Kehormatan dan Tunjangan Komisi/ Kepanitiaan

Pasal 71
1. Hesammya Uang Kehormatan adalah
a. ketua ............................. Rp. 378.000 per bulan per orang .
L. Wakil Ketua ..o, Rp. 226,800 per bulan per orang.

¢. Ketua Komisi / Panitia ....  Rp. 189.000 per bulan per orang,
d. Watua dan Sekr. Komisi /

PRtE oo Rp. 170.100 per bulan per orang.
c. Anggota Komisi/Panitia .... Rp. 151.200 per bulan per orang.

2. Besamya Tunjangan Komisi/ Kepanitiaan

Kelua Komnsi/Panila ......... Rp. 120.000 per bulun per orung.
Wakil Ketna Komisi/Panitia Rp. 96,000 per bulan per orang.
Sekretaris Kounsyf Pamtia ... Bp. 80.000 per bulan per orang.
Anggota Komisi/fPanitia ..... Rp. 56.000 per bulan per orang.

20 T

Bagian Kkeempat
Uang Paket
'asal 5
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang

Puakel sebesan Rp. 240.000,- . :

Bagian Keluna

Rinyn Perjalanan Ninas dan Pindah

Pasal 6 t

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan
dinas diberikan biayva perjalanan dinas,

(2) Besarnya biaya perjalanan dinas scbagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini ditetapkan  sesual dengan penjalanan dinas  yang
berlaku bagi Pegawan Negenl Sipd Golougan 1V,

SR L i

(2) Ketentnan administrasi dan besarmnya biava perjalanan dinas
sehagaimana dumaksud ayat (2) Pasal i disesuaikan dengan
kelenluan yauay dile lupkan bagl Pegawan Negen Sipd Pewernutali A
Nacrah. | l

(4) Bagi Punpinan DPRD vang karena jabatannya harus pindah
atau diberhentikan dengan hormat dan jabatannya, diberikan
biayn perjalanan dinas pindah yang hesarnya sesiai dengan
ketentuan vang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pewerintah
lacrah.

Bagian keenay .,

’ =
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Bagian Keenai
Pakaian Dinas
Pasal 7

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas
beserta atnibutnyva berupa .

a. PSH (Pakian Sipil Harian) 2 (dua) kali setabhun.
b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
c. PSL (Pakian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali sclama lima tahun.

Bagian Ketujuh
Biayva Pemeliharnan Kesehalan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sctiap bulan diberikan biaya
pemeliharaan kesehatan sebesar Rp. 56.000,-. ,

Pasal 9

Ragi Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya, rhh:frjklnn
bantuan biaya pemeliharaan keschatan  yaitu penggantiar
pemeriksaan, pengobatan dan perawatan d_urkt.r:r. sesual dcngﬂp
ketentuan vang berlaku bag) Pegawai Negeri Sipil dengan bukt-
bukti yang suh alas beban Anggatan Dacial.

e -

Bagian Kedelapan

Uang Duka
[Pasal 10
Apabila Pimpinan d_an atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada |
ahli warisnya diberikan .

- 11ane Duka sehanyak 3 (tiga) kali uang representasc dafm apabila
h l"nrn%nggai dunia di dalam menjalankan tigas, diberikan nang
du-kn sebanvak 10 (sepuluh) kalh nang representasc.

1y Banluan biaya pengaugkulan jenuzali dan pemakaman.

Bagian kesembilan

Dana Penunjang
Pasal 11

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat

disedinkan dana penunjang yatly thkelola oleh Puupinan DPRD.

(2) ann Penunjang, sebagaimana  dimaksud ayat (1) Pasal im
IH"[L‘"IH]}RE—LH sebesar Kp. ©60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

selap .

Bagian kcscpuluh ... ..
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Bagian Kesepuluh
Nana Taknhs
Pasal 12

(1) Untuk membiayai pengeluaran yang bersifat kewibawaan DPRD,
disediakan dana taktis vang dikelola oleh Pimpinan DPRD.

(2) Dana Taktis sehagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setiap tahun.

Bagian Kcschelas
Tunjangan Kescjahteraan

Pasal 13

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan
kesejahteraan yang besarnya Rp. 240.000,- ( dua ratus ribu -
rupiah ) per bulan per orang.

(2) Bagi Pinpinan dibenkan bantuan biaya rumah angga per bulan
rlrl"‘l." t'll"ﬁﬂg .

a. Ketua Rp. 400.000,-
b, Wakill Ketua Kp. 300.000,-

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Han

Raya yang bcsarnya Rp.750.000 per orang.

Bagian Keduabelas

Rumah Jabatan Mimpinan dan Bantuan
Pemelihaaan Perumahian bagr Punpinan dan Anggota

Pasal 14

(1) Bagi Pimpinan DPRD dapat disedinkan sebuah rumah jabatan
termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan, biaya pemakaian
air, listrik, telepon dan gas.

(2) Apabila Pimpinan DPRD vang bersangkutan berhenti dari
jabatannya, maka rumah jabatan bcscrta barang-barang
inventarisnva harus diserahkan kemball kepada Pemenntah
Daerah dalam keadaan baik dan tanpa suatu pembebanan

kewnjiban lerhadap Pewenntal Dacrah.

(3) Bagi Pimpinan diberikan bantuan perawatan rumah, telepon,
gas, listrik dan air minum yang besarnya adalah :

a. ketua Ikp. 600.000,- per bulan per orang. -
b. Walal Ketua Rp. 100.000,- per bulan per orang. |, _J .*'
Pasal 15

Bagi Anggota DPRD diberi bantuan pemeliharaan rumah, telepon
gas, listrik dan air minum vang besamya Rp. 300.000,- (Tiga r'atu:;
ribu rupiah) per bulan per orang.
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Bagian Keligabelas
Sarana Mohilitas Pimpinan dan Anggota

Pasal 16

(1) Keparda Pimpinan  DPRD  selama memangkn  jabatan dapat
discdiakan kendaraan Dinas sesual dengan ketentuan yang
herlaku.

(2) Kepada Anggota DPRD karena tidak tersedia sarana mobilitas
ks bapinya  dibenkan  (unjangan mobilibas sebesar Kp.
150.000,- ( Seratus lima puluh nbo ripiah ) per bulan per orang.

Bagian Keempatbelas
sayva Tamu

Pasal 17

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD disediakan biaya
Ltaumu.

(2) Biaya Tamu scbagaimana dimaksud ayat {1? Pasal ini ditctapkan
sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per tahun.

Bagian Kebmabelas
Tunjangan Khusus

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota DPRED dibernnkan Tunjangan Khusus

: pengliasilan.

sebesar banggungHn pujrk

Bagian Keenambelas
Tunjangan Purma Bhakt

Pasal 19

dan Anggota DPKD yang telah berakhir masa
, bertheuli antar waktu dibenkan Tuujangan
cngan ketentian yang berlakn.

Bagi Pimpinan
keanppolaannys alat
Purma PBhakti sesnai d

Pasal 20

(1) Bagi Pimpinan dan Ftlng_gﬁh"i NPRD vang telah bemkhir mnﬁ.n_
keanggolaannya diberikan pcsangon sebesar lf)' {se'puluh} kali
represc Lase duan yang btlh‘-‘“? HJ{LHI waklu dibernkan sesua
masa hhaktinya minimal 2 (dua) kali representase.

(2) Bagi Punpinan dao Anggota DPRD vang telah berakhu masa

keanggotaan tidak dibenkan pesangon apabila meclanggar |
ketentiian pcnlﬂdﬂnﬂ'"""-iﬁnﬂﬂﬂ yang berlaku. ]
|
BABID .....
|
4
!
':f
i
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BAB 1III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21
Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

in1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh
hota Magelang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Nengan berlakunva Peratumn Naemh ini, maka Peratnmn Daerah
Rotamadva Daerah Tingkat Il Magelang Nomor 1 Tahun 1997
lentany Kedudukan Kewangan Kelua, Wakild Kelua dan Anggola
Dewan Perwakilan Rakvat NDacrah Kotamadva Dacrah Tingkat T
Magelang dinvatakan twdak berlaku lagn.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Apnl 2000.

Agar supava schap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Daecrah int dengan penempatannva dalam
Lembaran Dacrah Kota Magelang

Disahkan di Magelang
pada tanggal 17 Me1 2000

WALIKOTA MAGELANG

\ Fbue?

H. FAHRIYANTO

”mnd:mgknn di Magelang
Pada tanggal 17 Mer 208

SERRETARIS D % A KOTA MAGELANG

[
L)
s SAL YW RN

Pembihd Utarg

“EMBARAN DAFRAH KO TA MAGELANG

AL 2000 NOMOR 12
SERI p NnO, -
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I.

II.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PENJELASAN UMUM

Dengan (elah berlakuuya Undang- undang Nowor 4 Tuhun 1999 (eulang
Susunan  dan  Kedudukan Majelis Permusyawamatan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakval dan Dewan Perwakilan Kakyat Daerah serta Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemecrintahan Daerah, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang Nomor 1 Tahun
1997 sudal tdak sesuan lagi.

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tungsi Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kola Magelang dalan peluksanaan pelnbaugunan
dan pclavanan kepada masyvarakat di dacrah, kegiatan operasional Dowan
Perwaukilan Rakyat Daerah Kota Magelang perlu didukuug dengan dana yang
mcmadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menctapkan dan
mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kota Magelang dalam suatu Peraturan
Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pusal 1 sfd Pasal 15 . Cukup Jelas
Pasal 16 ayat 1 . Cukup Jelas
Pasal 16 ayat 2 . Yang dimaksud dengan Tunjangan Mobilitas

adalah pengganti biava transportasi bagi
anggota Dcwan [Pcrwakilan Rakyat Dacrah
vang dikarcnakan tdak tersedianya sarana
mobilitas.

Pasal 17 s/d Pasal 23 . Cukup .Jelas

[ —
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